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5.1Kesimpulan
Berdasarkan analisis yang telah penulis lakukan tentang putusan

Pengadilan Agama Padang Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Pdg tentang

hak hadhanah anak bahwa :

1. Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor
110/Pdt.G/2024/PA.Pdg. Dalam putusan perkara ini hakim tidak
menetapkan apakah anak diberikan kepada pihak istri sebagai
Penggugat Rekonpensi ataupun kepada suami sebagai Tergugat
Rekonpensi yang berarti anak-anak bebas diasuh oleh Penggugat
Rekonpensi maupun Tergugat Rekonpensi, dampak dari penolakan
hak hadhanah ini hak nafkah anak yang diajukan Penggugat
Rekonpensi juga ikut gugur. Menurut penulis putusan hakim dalam
perkara ini tidak memberikan kepastian hukum, dikarenakan hakim
tidak menegaskan secara langsung hak hadhanah jatuh kepada
Penggugat Rekonpensi atau Tergugat Rekonpensi.

2. Pandangan =~ Hukum  Islam  terhadap  perkara @ Nomor
110/Pdt.G/2024/PA.Pdg Dalam Hukum Islam hak hadhanah anak
belum mumayyiz adalah hak ibu, sedangkan kewajiban nafkah anak
tetap melekat pada ayah hal ini diperkuat dengan penjelasan
Kompilasi Hukum Islam pasal 156 huruf d namun yang menjadi
dasar hakim dalam mengambil putusan adalah mendahulukan
kepentingan dan kemashlahatan anak, baik untuk pertumbuhan
jasmani, rohani, kecerdasan intelektual elektual anak dan agamanya.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Hakim Pengadilan Agama
Padang dalam Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Pdg telah

mengedepankan kepentingan anak dalam memutuskan perkara ini.
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5.2 Saran

1. Kepada hakim, sebaiknya memberikan kepastian hukum yang
mengikat pada setiap perkara yang di putus agar jelas bagi pihak
yang berperkara.

2. Kepada pihak berperkara, ibu agar dapat melakukan pengasuhan
anak dengan baik, dan untuk bapak agar tetap menunaikan

kewajibannya dalam memberikan hak nafkah anak.
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